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.  . t  .

DAEITAH I(AI}UPA'I'BN I(AIIANC}A.NYAII
.I\IOMOIT q TAI.IUN 2OO }

TENTANG

RETRIBUSI TA}IDA DAFTAR PERUSAIIAA].I

DFNGAN RAHMAT TUHAN YA}IG IvTI*{A ESA

BUPA1I KARA}IGNSTAII.

bahwa dalam rangka moriunjang polrksanaatr pcmbangunan
daeralr, prlu adanya usaln-rnatra pcninglatan pendapatan
daerah;

bahwa untuk nraksud tersobut prlu diatur clan ditetapkan
dengan Pcratuan f)acrah.

Undang-undang Nomor 13 Tatnin 1950 tcrtang Pembcntukan
Dacralr-daeratr Kabupaten Dalarn Lingkutgan Propinsi Jawa
Tcngah;

Undang- undang Nonor 3 Tatrun 1982 tontang Wajib Daftar
Penrsahaan ( Irmbaran Negera Republik Indonesia Tahun 1982
l{ornor 7, Tanrbatran Lcmbalan Negora Ropublik Indoncsis
Nomor 3214);

Undang-undang Notnor 1 Tahun 1995 tsntang Pergeroa'n
Terbatas Daerah (kmbaran N:gara Ropublik Indonesia Tahut
1995 Nomor 13 Taurbahan Lembaran Negn'a Republik
Indoncsia Nomor 3587);

tlndnng-undang Nomor 18 Tahrm 1997 teirtang Pajak Dacrah
dan Retribusi Daerah (I-cmbararr Ncgara Rcpublik Indoncsia
Talnur 1997 Nomor 41, Tambahan I*mbaran llegara Reprrblik
Indoncsia Nomor 3685) scbagnirnana tolah diubah de,ngn
Undang-undang l.lomor 34 Tahun 2000 (Lrmbaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lrnrbaran Negara Republik hrdonssia l{omor a048);

5. Undang-undang Nomor ?2 Tahun 1999 teirtang Pemerintahan
Daerah (lrmbaran Ncgara Republik Indonesia ltahun i999
Nomor 60, Tambahan kmbaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 3839); -+,

6. Undang-undang Nomor 25 Talurn 1999 tentang Porirubangan
Keuangan antara Pemerintah Puat dan Dacrah (Lcmbaran
Negara Republik Indoncsia Tahtur 1999 Nornor'72, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3848);

7. Peratruan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2001 tcotang Rebibusi
Daerah (Lcmbaran Nsgara Rcpublik Indrrncsia Tahun 2001
Nomor 119, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Mcnimbang

Mcngingat : 1.

)

4.
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. 8, $qRqituan Presiden lrlomor 4tl Tahun 1999 tantang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-und aog, Itanca:rgan Peraturur Pernerirrtah
dau Rancangan Keputusan Presiden (Lcrrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor' 70);

9. I(oputusiur lvlenter:i I)alam Negori Nomor 1?4 'fahun 1997
tentang Pedoman Tata CaraPemuugutem Reh'ibusi Daerah;

10, Keputusan Menteri Dalam l.legeri Nonror l?5 'fshun 199?
tentung Tata Cara Pemeriksann di Bidang Relribusi Daeral4,

1.1. Psrahran Daerah Kabupnton Daerah Tingkat II Kuanganyar
Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Noge,ri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat U
Knranganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Karanganyar Tahun 199I Nomor 49 ).

f)engan persotujuan

DEWA}.I PEIIWAKIL.AN RAKYAT D,AFN AII KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan

I\,1EMU1'USKAN:

: PERATITRAI.I DAERAII KABUPATEN f,ARAXCANYAR
:I'ENTANG RIN.I{IBUSI 1 AM)A D AFTAR PEITUSAHAAT.I.

BAB I

I(EIENTUAI.I UI'{UM

Pasal 1

Dalarn Peraturan f)aerah ini, yurg dimaksud dengan :

a Daernh adalah Kabupaten Karang,anyaq

b. Pemerintah Daeroh adalah Bupati besertl peranglcat dae.rah
otonour yang lain sebagai lladan EksekutifDaerah;

c. Bupati adalah Bupati Karanganvar;

d. Pejabat adaluh Pcgawai yang diberi tugas tertenhr di bidang
perp4i'alean duerah dan/atau rpkibusi daeralL sesuai dengau
perauran perundang-undangan yang berl aku;

e. Bodan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perreroan
'lerbatas, Perseroan Komanditer, Persoroan lainny4 Badan
usaha h{ilik Negara atau Drcrnh dongan narna dan bentuk
apapun, I'ersekutuan, Perkumpulsur. Firnra, Kongni, Yayasa n
atau Organisasi yang sejeuis, Lembaga Dana Pensiun, Bentulk
Usaha Tehrp sorta bentuk BrvJan Usaha lainnyrq i

f Perusahaan adalah setiap bentuk usnha yang menialankan setiap
jenis usatra yang bersifat totap dan terus msnsrus dan yang
didinkan, bekerja serta berkedudukur dalam wilayah
Kabupaten Karanganyar untuk tujuan memperoleh keuntuugan
dan atau labq
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Daltar perusahtran pddah daltar calatan resmi yang diadakan menurut atau
berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Daltar Perusahaa$ clan peraturan
pelalaanaannya, dan rnesruat hal-hal yang w4iib ditlaltarkan cleh setiap
perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berweneng;

Tanda Dalbr Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda dalku'
yang diberikan kepada perusahaan yang telah diel'ahkan pendallarurnya dalam
DBJtar Perusahaan;

Perubahan TDP adalBh kegiatan dalam perusahaan yaug dapat meng,akibatkan
terjadinya perubahan ymg rneliputi perubahau pengalihan kepemilikan atau
kepengunrsan perusahaan, nama perusa.haan, benfuk dan status pentsahaan,
alamat perusahaan, kegiatan usaha pokok dan perubahan alta pondirian atau
anggBran dasa' khusus unhrk Perseroan Terbotas;

Penggantian TDP adalah kegiatan penerbitan 'lDF bruu sebagai pengganti TDP
yang telah ditertitkan karena hilang dan atal rusak;

Pendaltaran ulang TDP adalBh kegiatan pendaftaran ulang TDP yang tolah
berakhir masa bsrlakunya untuk mernperoleh TDP banr;

Pembaharuan TDP arlalah kegiatan penerbitan TDP ball sebagai penyesuaian
dengan Perah.ran Daerah ini, urrfuk menggantik'an TDF yrrng telah diterbitkan
sebelurn diberlakukan Peraturan Daerah ini;

Penghapus'an 'IDP adalah kegiatan yang dilakukan periuahaarr yang dapat
mengakibatkan terjadinya penghapusar: TDP yang meliputi pombubarzn
perusahaan, perusahaa.n rnenghentikan segalu kegiatan usahanyq penuahaan
berhenti akibat akata pendirianya kednlawarrea atau berakhir, perusahaan
menghentikur kegiatannya atau bubar lrerdasarkan keputusan pengadilac yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Psmbubaran Perusahaan adalah kogintan khusus perusahann bel-bentuk Petteroarr
Terbatns dalonr hoJ terjadi penghapusan clari dn{ku' perusa}raan dilarjutkan
dengur proses pernb ubaran petusahnnq-

Pengarvas pendaltur perusahaan ndaloh pegawai yung ditunjuk oleh Kepala Dinarr
untuk rnslakuk&n pengew&san terhadap setiap porusaham sesuai dengan
p erah:ran p erundari g- u nd'angan yzurg b orl aku"

Kus Daerah ndaiah Kas Drrcrsh K.abupaten Krrrangmil'ur;

V/ajib rehibusi arlaftilr orong pribadi atau btdan yang metturut peratuxarr
perundang-undangan retribusi diwqiibkan untuk melnhukan pembayanon rclribusi,
tsnnasuk pemungut alau pemotong rotribusi;

M:ua rehibusi adrilah suatu jangka waktu terberrtu yang merupakafl batag wak{,u
bagi wajib rebibusi untuk milaksarukan pembo5raran reb'ibusi; i

Surlt Pemberitahuan Rubibusi Daorah yang selanjutnya disingl.nt SPTRD adalnh 
- r

sruut yang diperyunakan oleh Wajib ltebibusi untuk melapork.utPerhitungan dhn
Pombayaran Retribusi;

Surat Ksletapan Retribusi DBsrah yang solanjutnya cliningkat SKRD, arlnlah surat
ketetap an rekibus i yang ure ne ntukan b es arnyu pr o ko k lc h'ibus i:

fJurat Tagihan Itebibusi Daerah yurg selaqiutnya diningkat STRD adalah uuret
untuk rnelakukan Tagihan Relribusi dan atau sanksi arlminishasi berupa bunga
dan utau dendq

l .

m.

o.

p.

q.

r.



v. Rehitusi 
"4-lrh P^tTtPy.o*. atas pemberian ijin usaha atau jasa kepada orang

atau b adnn dal arn rhel aft ukan kegi atan p erus aha.rn ;
TaifRetribusi Bdalah Fenetapan besarnya biaya rebibusi perijinan tertentu;
Rebibusi Perijinan Tertentu adalah rehibusi atas kegiatan tertentu dalam rangka
pomberiar, ijin kepad* orBng pribadi atau badan yang dimaksudkan uniuk
pombinaan, pengaturarg pengendalian dan p.ngu*.r* atas kogiatan,
pemanfaatan ruang penggunaan sumber claya alam, 5**g, prasBlllqq sarana
atau fasilitBs tertentu guna melindungi kepentingan u*rm dan meqiaga
kelestarian lingkungan

BAB tr
TA}IDA D AFTAR PERTISAITAAN

Pasal 2

(1) Setiap- orang pribadi stau badan yang nrempunyai pen:sahnan termupk
penreahaan asing yang berftedudukan dan rnenjalankan usahanya di Daerah,
wqiib mendapatkan TDP dari Bupati

(2) Tata cara dan ifr.gVaratan nrendapatkan TDP sebng*imana dimaksuC ayat (1)
Pasal ini diatur lebih lanjut oleh lluputi 

-

Pasal 3

(l) Bentuk perusahaan sel:agaimana dimaksud Pasal 2 ayat(l) per:aturan Daerah isi
rneliputi :

badan hukum, termasuk di dalarnnya koperasi;
persekutuan;
perorangan;
perusahaan lainnya di .luar sebagaimana dimaksud dalern hgruf a sa.mpai
dengan tl":'{ c aynt ini yang melakukan kegiatan rwaha dengan tujuan
memperoleh keuntungan dan atau laba.

(2) Status perunahaan sebagairnauir dimaksucl pasnl
meliputi :

sr. kantor tunggal;
b. kantor pusat atau induk;
c. kantor cabang porusahaon;
d. kantor pembrurtu penrsa.haan;
e. analc perusahaar4
f krurtor sgen;
g. kuntor porwakilan penrsahaan.

7 ayat (1) Poraturan Daerah ini

(3) Lapangan usaltt petrnalmur sebagaimana climulisud pasal 2 ayar (l) perafural
Daerah ini rneliputi :

a usahapertanian;
b. usaha pertarnbangan dan penggalian;
c. usaha indushi pengolahirn;

w.

r

&
b .
c.
d.



d. usaha lisfik, gas dan rrir;
e. usaha konstn:ksi; .
f usahaperdagangan besar, eceran, rurnah makan, dal.iusa nkomodasi;
g usalra angkutan, perdagangan dan konronikasi;
tL usBha lembaga keuangan;
i. usaha real egtate, usuha perse\4'aan dan -jasa perusahaan, jasa kemaayarakatan

sosial dan perorangur.

PasBl4

pengecualian dari kewajiban mendaftarkan perusalmarr dalam Daft'ar Perusahaan

untuk memperoleh TDP adalah :

a sotiap porusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jalvafan;
b. perusahaan kecil psrorargan;
c. usala atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomisn daa sifat seda

tujunnnyr tidnk semata-matu meltcnri l<euntungan dan atau labn

Pasal 5

(l) pemcgang TDP dapat mengajukan perubahan TDI') kepadt Bupnti atrru pejabat

yang ditunjuk.

(2) TDP yang telah dimiliki, dinyatakan hilang dibuktikan dengan Eural kohilffiBul
aari firnnt< yang berwajib hanru mengqiukan permohonan ponggantian 'IDP

kepadaBupati atau Pejabat yang ditunjulc

(3) Dalam hal pembubaran perusahaan, menghentikan segala kogiatan Td*yq
berhenti puda waktu akta pendiriannya kadaluwarsa atau be,rakhir dan tidak

diperpanjarg; dihentikan segala usahanya berdasarkan Putusar PengarJilar. yang

telah berkekuatan hukum tJtap harus melaporkan secf,ra terfirlis kepada Brryati

dan TDP dikembatikan selanjutnya dapat dihapus.

BAB trI

].IAh.{A, OBYEK DA}'l SUBYEK

Pusai 6

Dengan nama Rehibusi Tancla Daftar Perusahsan atau disingkat TDP dipungut

reh'ibuei utttuk setiap pelayanan, penerbitan dan pengawasan TDP.

Pasal 7

Obyek rebibusi meliputi TDP b.aru, perubahan" perrggantian dan pendaftaran ulang

Pa.eal 8

Subyek retribusi ad'alr'tr orang pribarli atau bada:r'



BAB TV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal9

Rctribusi sebagaimana dirnaksud Pasal 7 Peratuuan DaEtah ini termasuk letibusi
perijinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUK{JR TINGKAT PENGG'LTNAA}I JASA

Pasal l0

Tingkat p€nggrnian jasa retribusi didasarkan pada jenis pelayanan dan bcntuk uaha. I

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESAP.ITTYA TARIP

Pasal 1l

hinsip penctapan suuldur besarnya tarif retibusi dimaksudka$ untuk biava
pclayanan, pcncrbitan dan pcngawasan'fDp.

Pasal 12

struktur dan bcsarnya tarif retibusi ditetapkan sebagai berikut :
a. lDP Banr :

I. Pcrusahaan Perorangan

2 .  CV

a) Umum
b) Jara Korutnrksi l, i' ',,/ !..
c) Jasa Korutnrksi 2 [ 

',

d) Jasa Ko'nstruksi 3. )r Z
3. Kopcr,asi

4. Fima

5.  PT

a) Umum
b) Iasa Kcmstruksi I t' ,tt..
c) Jasa Konstuksi 2 t'' ;
d) Jasa Kolutuksi 3 . l' ,

6. Bsntuk Usaha Irin

a) Panuahaan Negara
b) PT (Pc,rsero)
c) Pcrusahaan Umum (Pcnrm)
d) Pcnuahaan Dacrah (Pcnr.sda)

Rp. 20.000,00

Rp. 150.000,00
Rp. 500.0ff),00
Rp. 350.000,00
Rp. 250.000,00

Rp. 10.000,00

Rp. 50.000,00

Rp. 500.000,00
Rp. 1.000.000,00 

-''

Rp. 750.000,00
Rp. 500.000,00

Rp. 1.000.000,00
Rp. 750.000,00
Rp. 750.000,00
Rp. 500.000,00

Paraf: I-r-



Setiap Kantor Cabang Kantor Pcrnbantq Analc
Penrsahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan
pada angka I uampai dengan angka 6 dikcnakan
tarif scguai dengan bsntuk perusahaannya.

Setiap Pcrusahaan Asing Kantor Cabang Kantor
Pembantg Anak Peruahaan, Agen dan
Penvakilan Perusah lran r\sing.

b. Perubahan TDP :

'l

3.

4.

5 .

Perusahaan Perorangrn

C \ I

a) Umum
b) Jasa Konshuksi 1
c) Jasa Konstruksi 2
d) Jasa Konstruksi 3

Kopcrasi

Finna

PT

a) Umum
b) Jasa Konstruksi 1
c) Jasa Konstruksi 2
d) Jasa Konstruksi.i

6. Bsntuk Usaha [-lir:

a) Pcrusahaan Ncg;ra
b) PT (Persero)
c) Penuatuan Umum (Perum)
d) Perusahaan Daerah (Pcnxda)

7. Sctiap Kantor Cab:mg Kantor Pembantu, Anak
Penuahaan" Agen dan Pcnvakilan Peruahaan
pada angkal'sarnpai dengan an.gka 6 dikenakan
tarif scsuai dcngan bentuk perusaln:rnnya.

8. Sctiap Pcrusahaan Asing Kantor Cabang, Kantor
Pembantu, Anak Penrsahaaq Agen dan
Pe,rwaltilan Perusahaan A s ing.

c. PengSantian T'DP :

1. Peruahaan Perorangan

2 .  CV

a) Urnum
b) Jasa Konstnrksi I
c) Jasa Konstruksi 2
d) Jasa Korutrukci 3

1 .

)

Rp.

Rp. 2.000.000,00

15.000,00

25.000,00
50.000,00
35.000,00
25.000,00

5.000,00

25.000,00

7s.00q00
100.00900
75.000,00
50.000,00

50.000,00
25.00q00
25.000,00
25.000,00

15.000,00

25.000,c0
50.000,00
35.000,00
2.5.000,0f)

I

Rp.
Itp.
Rp.
Irp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp,
Rp.

150.000,00Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.



3. Kopcrasi

4. Firma

5.  PT

a) Umum
b) Jasa Konstruksi I
c) Jasa Konstruksi 2
d) Jasa Konstnrksi 3

6. Bentr*. Usaha L-ain

a) Pcrusahaan Ncgara
bl PT (Pcrsero)
c) Penuahaan Umum (Perum)
d) Psrusatraan Daeratr @enuda)

7. Setiap Kantor Cabang Kantor Pembanttl A,nak
Penuahaaq Agen dan Pcrwakilan Perusaluan
pada angkal sampai dengan angka 6 dikcnakan
tarif sesuai dengan bcnilk perusahaannya.

8. Setiap Fenrsahaan Aeing Kantor Cabang
Kantor Pcmbantu, Anak Perusaluan, Agen dan
Iterwakrlan Penuahaan Asing.

d. Pcrpanjangan TDP :

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp,
Rp.
Rp.
Rp.

5.000,00

25,000,00

75.ooo,oo
100.000,00
75.000,00
50.000,00

50.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

Rp. 150.000,00

20.u00,00

tr50.000,00
500.000,00
350.000,00
250.000,00
10.000,00

50.000,00

500.000,00
1.000.000,00

750.000,00
500.000,00

1.000.000,00
750.000,00
750.000,00
500.000,00

1.
)

Perusahaan Perorangan

cv
a) Umunr
b) .Tasa K.ongtnrksi 1
c) Ja-sa K,onstnrksi 2
d) Jasa Konstruksi 3 :

Koperasi

Firma

PT

a) IJmum
b) Jasa Korutruksi 1 ' ,,.
c) Jasa Konstruksi 2 : l
d) Jasa Konstukgi 3 ',! .,

Bsntuk Llsaha Iain

a) Penuahaan Ncgara
b) PT (Pc,rsero)
c) Peruoahaan Umum (Perum)
d) Pensahaan Dacrah (Penuda)

Setiap K:rntor Cabang Karrtor Fembaotu, Atak
Pcrusahaan, Agan dan Perwakilan Perusahaan
pada angkal sampai dengan angka 6 diksnakn
tarif sesuai 9mg"tt benfuk pcrrrsalmannya

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Itp.
Rp.

i  , .1

1 " 1

,t

3.

4.
{

7.

n .  - f .  I



8. Setiap Penuahaan Asing tri.urtor Cabang
Kantor Pemburq.Anak perusahaan, Agren dan
Penvlkilan Pqusahaan Asing. Rp. 2.000.000,00

RAB X

TATA CARA PEI\,IB AYARAN

Pasal 16

(l) Bupati menetapkan jahrh tenlpo pembavaran clan penyctoran reffibusi terutang,

' (2),Pe'mbdyaran refribrrsi dr.laLrrkan cfi Ifue Daerah atau ternpat lain yang ditunj'k'scsuai 
waktu yang ditentukan dcngam menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan

lfJKIrD'fambahan atau nokumerr ra-in yon g ;ip*;r"r*r.*.

,(:; naam hal pernbayaran dilakukan di tempat lain 1.ang ditrulju( maka hasilpenerim:ran retribusi harus disetor ke Kas Daerah setarnbit-lambinyo i-ili':^r" ,l: ttau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

I]AB Vtr
U4LAYAH PF,MLhx}TjI,aIi

Pasal 13

Retibusi'l'erutang dipungut di wilayah I)acrah

RAB VIN ];:
h{A$A RETIdBUSI DAN SAAT R.ETRIBUSI IERUTAJ\*'G

pasal l,l

(l) lvlasa retribusi untuk rDp adalah jangka waktu,ynng larnanya 5 (lima) tah'n"

(2) Saat rcfibusi tenrtang adalah naat ditetapkan SKRD atau Dolarmen lain yang
dipcrsamakan,

BAB IX

TATA C ARA PET]vILINGTJTA]{

Pasal lj

(1) Pemunguhn rehibusi tiitak dapat cliborongkan

(2) Retibugi cipungut dengan menggunaakan SI(RD atau Dokumen lain yang
dipemarnakirn.'

Paraf: /



i,i'

(a) Apabila pembayarair rtiibuii setelah lewat wakfu yang ditenukan eebagamana
dimakaud ayat (1) l'asel ini, maka dikenakan sanksi aclminisratif bclupa bunga
sebesar 2o/o(dua perseratus) dengan menerbitkan STIRD.

Pasal 17

(l) Pembayaran rctribusi harus dilakukiur secara tunai.

(2) Tatacara pcmbayaran sebagaimana dimaksucl aynt {1) Pasal ini clirctapkan olch
BupaLi.

pasal IB

(l) Pcnrbal'aran rutribusi sebagaimana di.rnaksud Prsal 28 ayat (1) Peratuan Daerah
ini diberikan Tanda Rukti Pombayaran.

(2) Bentuk dan isi tanda Bukti Penrbavaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PE,NACIII,\}I

Pasal 19

(1) Surat Tcgru'an atau Peringatan sebagai arval tindakarr pelaksanaan penagihan
rctribusi Terutang dikeluarkan 7 (tujuh) hari tedritung sejak jatutr ternpo
panbayaran

(2) Dalam jangka waktu 7 (rujuh) hari sstelah tanggal surat tegrrrzn atau poringatan,
, wajibiretribusi trarrrs rrrelrunsi retribusi yang terutang.

(3) Sqgat Tegtuan atau Peringatan scbagailnana ctimaksucl clalam ayat (f) Pasal ini
ditctapl4an oleh Bupati.

RAB XII

PE NGURANGAN, KERINGANAI.I DA}I PEMBEBASAN

Pasal20

(l),,tsfrpnti'dapat memberikan pentprangan, keringarran dan pcmbebasan retibusi. 
' '

(2) Tatacara pemberian pengurangaq keringanirn dan pembebaaarn rctribrxi
rcbpgi:imona dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oloh llupati



( l )

(2)

BAR,'ilII

. ,  .  .  S4NKSI ADMINIS' IRASI

Pasal2T

Dalam hal wajib retribusi tidak membayu parJa waktu yang tlitetapkan atau kuang
membayar dikenakan sanksi adrninistarasi berupa bunga sebesar 2 0,6 (&n porseratus)
por bulan dari retribusi teiuiaug atilu kurang dibayar atau ditagih dengan
mcnggrurakarr ST'R)),

BAB.XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasrl 2?

Wajib retritrusi yang tidak melal<sanakan kewajiban sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enarn) bulan dan atau
dcnda paling banvak 4 (empat) kali junrlah retribusi terutang.

Tin<lak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pa-ral irri aclalah pclurggaran.

BAB XV

PE}MDtriAN

Pasal 23

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkwrgan Pen erintah Dae.rah yang
diberi wewefttng sebagai penyidik untuk rnelakuhan penyidikan tindak pidana di
bidang refribusi.

Wew'enang penlidik sebagaimana dirnaltsud d;rlam ayat (1) Pasal ini adalah :

a. rnencritnq rnencari, m{.:ngurnpulkan dan nrencliti kctcrangan atir,u laporirn
belkenaan dengan tindak pidana cli bid:;ng rotribusi dacrah agar kctorangan
atau laporan tersebut mcnjadi lengkap drurielas;

b. mcneliti, mencari dan mengumpulkan kcterangan monge,nai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan
tindak piclana di bidang retribusi daeratr;

c. ncmurta keterangiur dan barang t'ukli pada orang pribadi atlu badan
sehubungan dengan tinclak pidana di bidang rchibusi daorah;

d. mcmeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumon lain belkona,an dengan
tindlk pidana cli bidang retribusi clacrah;

e. melakukan penggeledahan unhtk mcnclapatkan bnrang bukti pcnrbu*uarq
pencatatan dalr dohrrnen lain serta melakukan penyita:ur tdrladap baraug
bulcti tcrsehtrt;

i: msntinta barttuan termga ahli dalarn rarrglia petaksan#h tugils penyidikan di
bidang retribusi dacrah; i

g. rncnluruh borhenti" melarang sfficorang. rneninggalkdn ruangan atau tenpat
pada saat pemoriksanaan sedang berlangsung dan n*inerik$a,ideqtitas orang
ataq dohrmen yang dibawa sebagaimana yang dim{ksQd huruf o ;qyat ini;

!

(1 )

(?)

Paraf: J



memotrct soseorang yang bcrkaitan den,grn tindak pidana di bidang renibusi
Daerah ;  '  " ' '
memanggil orang untuk didengar ketearrgannya dan diperiksa sebagai
te,rsangka atau saksi;
menghentikan penyidikan;
melakukan tindakan lain yang pcdu untuk kelanrcaran penyidikan tindak
n-idana di bidang retibusi Daerah men'n*t hulc'm yang dapat
dip ertanggunp$ awabkan.

BAB XVI

KETEI\ITUA}I PENUTUP

Pasal24

Hal-hal yang belum dianr dalam Pcraturan Daenh ini diattu lebih laqiut oleh Bupatisepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25

Pcraturan Daerah ini m,lai berlaku pada tanggal diundangkan"
Agar setiap .or-ang dapat mcrigetahuinya, mcrncrintahkan pclgqndangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah rtJop.trn
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganl,ar

ANGANYAR

II, S.H.

Karanganyar
17  Z t ^ ^ i  2oo2

LE},4B AR AN DAEITAH KAB i.lP ATEN KAI{r\NGANYAR
TAHLn{ 2002 NOMOR tB SERI E.t
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i.
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PENJELASAN

PERATT]IIAN.DAEP,AFI KABLIPATE}.I KARANGANY.{R

t rotvloR q TAHLTN 2002

TI,NTANG

RETRTBLISI ]'ANDA D J\ITAR PERLISA]'IA.'\I.I

I. PENJIILT\SANI-II\{IINI

Dalam rargka pelaksanaan undane-urrdang 
'Nornor 

22 Tahun lggg

tenlrng Pemorintahan Daerah dan undang-undang Nomor 25. Tahrri lggg

tcrttang Perimbangan Keu.rngm Antrrr Pc-nrcrintah Pruat rlan Daorab rnakc

beban keuafigan, uituk nrcnibitryai pcnrbangunan claerah sernakin berat, seiringga
perltt digali potensi retlibusi baru dan pengelolaan secaru lcbifu b,:rdaya guna dan

bcrhasil guna, l)alarn pelaksanaan otonomi Dacrah cli wakhr yang akan datiurg,

tidaklah rnungkin Psrnerintalt L)aerah selaltr mengharapkan bantuan dana dari

Pemorintrh ),ang cfigrnak;rn rrnhrk f,:mbungun;rn l:rsna lanr,r kelamaan pasti

akan <likurangi.

Oleh karcm itu salah satu sumbcr pcrrdapatan actalah Pcndapatan r'rsli

Daerah yang per{u digali sesara optimal dan rasional. Langkah ter6ebut

merupakan rlukungan yang sangat stategis dan pcrrting clalam mem$i:ryai

pnyolen ggaraan pernerintah ilan pembangunan di Kabupaten Karanganyar,

Perringakatan pendanatan melalui Retribusai TDP dilaksanakan

menirtgkatkan kine{a pemungut sistcm prganisasi penyederhanaan pcmungut n.

Sehingga rnendorong'wajib rctribusi menrpoolch peleyan;rn yang lebih baik.

Beraurya tarif rEtribusi suclah tlipertinrnglian untuk tidak mernberatkan w:jib

refibusi knrena tu.irran utanra penetapan tarif retribugi adalah asas legalitas dan
pcmbcrian polarTan:ul prima

II. PENJI'L{SA}I PASAL DIITO. PASAL

Pasal I

Pasdl 2

Pasal 3

Pasal 4

Sa.sal 5

Pasal 6

Cutup jelas

Cnlcup jelas

Cukup.jelas

(-luhup jelius

Cukup jslas

Ctrkrrp jelas

fmof ; 
/
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Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pzual 10

Pasal 11

Pasal l?,

Pasal 13

Pasal 14

Pusal 1J

Pasal 16

Paeal 17

Paeal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal2l

Pual22

Pasal23

Pasal24

Pagal25

Cukup jolas

Cnlup jolas

Cukup jclas

Cnkup jelas

Cnkup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cnkup jclas

Cnktrp jclas

Ctrkup jclas

Cularp jelas

Cukrp jelas

Cukup jelas

Cttkup.ielas

Culup jelas

C\rkup jolas

Culup jelas

Cukup jelas

Cukr+p jelas.


